
 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

        NOMOR 6 TAHUN 2010  2004 

TENTANG 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, perlu mengatur pembentukan dan 
susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja; 
 

  b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak 
sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
sehingga perlu diganti; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 
 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua                 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 

 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  4. 
 
 
 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 

MEMUTUSKAN: 
    

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

2.  Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3.  Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4.  Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5.  Peraturan daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah 
peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah 
kabupaten/kota. 

6.  Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur 
dan/atau peraturan bupati/walikota. 

7.  Aparatur adalah aparatur pemerintahan daerah. 

8.   Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat 
Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam 
penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum 
dan ketenteraman masyarakat. 

9.  Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai 
aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat. 

10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah 
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, 
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pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan 
kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 

11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 

 
BAB  II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 
 

Pasal 2 

(1)  Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan 
Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan 
kabupaten/kota  dibentuk  Satpol PP. 

(2)  Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan 
Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini. 

 
Pasal 3 

 

(1)  Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang 
penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat. 

(2)  Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
kepala daerah melalui sekretaris daerah. 

 
Pasal 4 

 

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan 
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat serta perlindungan masyarakat. 
 

 
Pasal 5 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi: 
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a.  penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat serta perlindungan masyarakat; 

b.  pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan 
kepala daerah; 

c.  pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; 

d.  pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 
e.  pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan 

kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, 
dan/atau aparatur lainnya;  

f.  pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan 
hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan 
kepala daerah; dan  

g.  pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala 
daerah. 

 

 
BAB III 

WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN 
 

Pasal 6 
 

Polisi Pamong Praja berwenang: 

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap 
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan 
kepala daerah;  

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan 
hukum yang mengganggu ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat; 
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